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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”.1 Negara hukum adalah suatu negara yang 

penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan pada hukum yang berlaku, di mana 

hukum itu sendiri menjadi landasan utama dalam setiap tindakan pemerintah 

maupun warga negara. Konsep ini menekankan bahwa setiap warga negara 

memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, dan hak-haknya dilindungi 

secara adil. Negara hukum tidak hanya menjamin keteraturan dan kepastian hukum, 

tetapi juga memastikan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.2 Di sisi 

lain, munculnya pemahaman welfare state mewajibkan negara untuk bertanggung 

jawab terhadap kesejahteraan rakyat. 

Kesehatan merupakan masalah yang penting dalam kehidupan dewasa ini. Bagi 

pemerintah sebagai penyelengara kepentingan bersama atau umum dalam 

melaksanakannya berusaha meningkatkan derajat kesehatan yang maksimal semua 

rakyat dengan mengikut sertakan semua lapisan masyarakat dalam setiap usaha 

kesehatan, oleh sebab setiap warga negara berhak mendapatkan ataupun 

 
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2 Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Penerbit Kaukaba, 

Yogyakarta, 2013, hlm. 1. 
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memperoleh derajat kesehatan yang maksimal.3 

Indonesia dengan tingkat ekonomi menengah kebawah menganggap bahwa 

tukang gigi merupakan pilihan yang tepat untuk mendapatkan akses kesehatan gigi 

karena lebih mudah dijangkau dan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan 

jasa tukang gigi.4 Selain mudah dijangkau dan harga yang relatif murah, banyak 

masyarakat yang beralih dan memilih layanan tukang gigi akibat adanya tekanan 

psikologis yang kerap mengakibatkan masyarakat merasa takut ketika berobat ke 

dokter gigi, sehingga secara tidak langsung menjadikan keberadaan tukang gigi 

sebagai pembawa keberuntungan dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian 

masyarakat akan kesehatan oral ataupun gigi.5  tukang gigi memiliki batasan 

kewenangan. Tukang gigi dilarang untuk melakukan kewenangan melebihi 

kewenangannya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pekerjaan Tukang 

Gigi. 

Peningkatan kepedulian masyarakat akan kesehatan mulut dan gigi di masa kini 

menjadikan adanya sebuah fenomena sosial yang sudah banyak merubah gaya 

hidup masyarakat, pada mulanya masyarakat mencoba untuk tampil rnenarik 

dilakukan dengan mengenakan pakaian, perhiasan dan riasan wajah yang bagus 

dan menarik kini merasa bahwa penampilan luar tidaklah cukup. Melakukan 

 
3 R. Abdul Djnmili dan Lenawati Tedjapermana, Tanggung Jawab Hukum Seorang Doller 

Dalam Menanganl Parlemnen, Abardin, Jakarta, 2013. him. 128 
4 Lia Novita Putri and Teuku Haflisyah, Tanggimg Jawab Tulcang Gigi Sebagai PelaAu Usaha 

Alas Pelanggaran Praktik Yang Menimbullcan Kerugian Terhadap Koruumen (Suar Peneliti Di 

Kola Banda Aceh), Jurrial llmiah Manasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Volume 03 Nomor 02, 

Tahun 2019. him. 327-338 

 5 Ida Ayu Dwimaya and I Nyoman Suyatna, Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Kawai Gigi 

Melalui Jasa Tukang Gigi Atas Pelanggaran Pe,janjian Terapeulik, Jumal Kertha Wicara 

Universitas Udayana, Volume 09 Nomor 06, 2020. him. 128 
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perawatan gigi seperti merapikan gigi dengan behel hingga mencerahkan wama 

gigi dengan veneer kini telah menjadi trend gaya hidup yang mulanya diberikan 

kepada pasien dengan kasus tertentu sehingga perlu adanya pengawasan yang 

dilakukan pemerintah guna menghindari adanya pelanggaran dan penyelewengan 

layanan kesehatan.6  

Salah satu bentuk praktik pelayanan kesehatan pada gigi yang cukup sering 

diminati ialah tindakan medis rehabilitasi dengan metode veneer yang diaplikasikan 

pada gigi, veneer merupakan tindakan medis yang menjadi kompetensi utama 

seorang dokter gigi, karena tindakan tersebut merupakan tindakan medis 

rehabilitatif, sebagaimana yang diatur dalam Standar Kompetensi Dokter Gigi 

sebagai lex specialis yang dibuat oleh Konsil Kedokteran Indonesia.7 

Maraknya kasus praktik tukang gigi yang tidak memiliki izin dinas kesehatan 

hingga kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tukang gigi merupakan 

sebuah akibat dari peningkatan pennintaan layanan kesehatan gigi seperti 

kerusakan gigi akibat tambal gigi. pemasangan behel hingga veneer abal-abal 

Ragam kasus terjadi menimpa pasien tukang gigi yang jarang diangkat ke ranah 

hukum akibat ketidaktahuan pasien atas hak dan kewajiban dirinya sebagai pasien 

yang dapat diperjuangkan sebagai pihak yang dirugikan. Pasien yang kerap 

berkunjung ke tukang gigi pun biasanya berasal dari kalangan ekonomi menengah 

kebawah dengan tingkat pendidikan yang rendah menjadikan pasien tukang gigi 

 
6  I Gede Wahyu Dananjaya, Perlindungan Hukum Terhadap Konrumen Yang dirugian atas 

jasa Praltek Tukang Gigi di Kofa Denpasar", dalam Kcrtha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Volume 

I., Nomor JO, Oktober 2013. hlm. 39 
7 Wangsarahadja K. Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Pada Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah, M. I. Kedokteran Gigi, Volume 2, Nomor 2, 2007. him. 90 
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tidak mengetahui ·status dirinya ketika terjadi kerugian akibat malpraktek.8  

Penanganan yang tepat untuk mencegah ataupun menangani masalah pada 

kesehatan gigi dan mulut harus menggunakan ahlinya yaitu Dokter Gigi. Dokter 

Gigi dipercaya atau di yakini mampu untuk melakukan penyembuhan kesehatan 

gigi dan mulut. Persoalan di masyarakat. adalah karena perawatan ke Dokter Gigi 

tidak cukup atau tidak terjangkau oleh kalangan ekonomi menengah kebawah. 

Perilaku seorang dokter atau dokter gigi terhadap pasien kadang tidak sejalan 

sebagaimana profesi dokter itu sendiri. tindakan-tindakan yang tidak sesuai.9 

Perilaku seorang dokter atau dokter gigi terhadap pasien kadang tidak sejalan 

sebagaimana profesi dokter itu sendiri. tindakan-tindakan yang tidak sesuai standar 

prosedur operasional sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. Banyak pula 

orang-orang yang mengaku sebagai dokter namun nyatanya bukan dokter. 

banyaknya salon kecantikan yang kemudian membuka jasa layanan kesehatan gigi 

dan bertindak seolah olah dokter dengan menawarkan tindakan estetik diantaranya 

pemutihan gigi, veneer gigi hingga pemasangan kawat gigi yang sebenamya 

merupakan tindakan medis dan hanya dapat dilakukan oleh dokter gigi 

profesional dan berkompeten.  

Akibatnya banyak menimbulkan korban karena praktik-praktik tersebut 

dilakukan tanpa dibekali keahlian medis. Tindakan perawatan gigi metode veneer 

tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi 

 
8 Ibid. 
9 Dicky Nur Oktaviano dan Yovita Arie Mangesti, Perlind11ngan Hukum Pengguna Jasa Tukang 

Gigi Terhadap Dugaan Malpraktlk dalam Bureaucracy, Journal Indonesia Journal of Law and Social-
Political Governance, Volume 2, Nomor 3, September 2022. him. 214 
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praktik veneer tennasuk dalam kategori tindakan medis, perawatan gigi secara 

umum sebagaimana yang diatur dalam beberapa regulasi. Hal tersebut diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MenKes/ Perma/2005 

tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi. 10 

Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan 

memasang gigi tiruan lepasan. Pasal 2 ayat (I) Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan 

Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi menjelaskan bahwa semua. Tukang Gigi yang 

menjalankan pekerjaan Tukang Gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah 

kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapat izin 

tukang gigi. Darnpak lain dari ketidaktahuan masyarakat ketika melihat kasus 

malpraktek tukang gigi yang beredar memberikan dampak buruk seperti penolakan 

secara sosiologis, hal ini menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan 

perawatan mulut dan gigi.11 

Surat zin berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi 

persyaratan. Dalam melaksanakan pekerjaannya tukang gigi mempunyai standar. 

Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi 

menyebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan tukang gigi sesuai dengan standar 

 
10 Darda Syahrizal dan Senja Nilasari, Undang-Undang Prablk KedokJeran Dan Aplikasian, 

Dunia Cerdas, Jakarta, 2013. him. 10 
11 Pasal 2 ayat (l) Peraturan Menteri Keschatan Rcpublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang 

Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, 
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pekerjaan tukang gigi. 12 

Pasal I Peiraturan Meinteiri Keiseihatan Noimoir 39 Tahun 2014 Teintang Peimbinaan, 

Peingawasan dan Peirizinan Peikeirjaan Tukang Gigi (seilanjutnya diseibut Peirmeinkeis Noimoir 

39 Tahun 2014) meinjeilaskan bahwasanya tukang gigi meirupakan individu yang 

meimiliki keimampuan dalam meimbuat dan meimasang gigi tiruan leipasan seihingga 

masyarakat beirkunjung kei tukang gigi untuk meingganti gigi meireika deingan gigi 

tiruan. Seilain itu peingoibatan tukang gigi di Indoineisia diseibut seibagai peingoibatan 

tradisioinal dan dianggap sama deingan prakteik peingoibatan akupuntur, dukun 

beiranak dan seijeinisnya. seilanjutnya didalam Pasal 6 ayat (2) Peinneinkeis Noimoir 

39 Tahun 2014 meinjeilaskan bahwasanya teirdapat dua poiint tugas dan weiweinang 

seioirang tukang gigi, diantaranya seibagai beirikut : 

1.  Meimbuat gigi tiruan leipasan dan atau peinuk yang teirbuat dari bahan 

heiat curing acrylic yang teilah meimeinuhi peirsyaratan keiseihatan; dan  

2. Meimasang gigi tiruan leipasan dan/atau peinuk yang teirbuat dari heiat curing 

acrylic deingan tidak meinutupi sisa akar gigi. 

Tukang gigi dalam meilakukan peikeirjaan tukang gigi dapat beikeirja sama deingan 

teinaga keiseihatan seisuai deingan keiweinangan dan tanggung jawab masing-masing 

banyak oirang-oirang yang meilakukan peikeirjaan di bidang keiseihatan tidak meimiliki 

peingeitahuan ilmiah yang dipeirlukan dan meilakukan peikeirjaan di luar batas-batas 

keiweinangan dan keimampuannya yang dikhawatirkan dapat meimbahayakan dan 

meirugikan keiseihatan masyarakat.13 Seilain pasal diatas, seicara jeinis peikeirjaan, 

 
12 Pasal 7 ayat (I) Pcraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang 

Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinw, Pekerjaan Tukang Gigi 
13 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1969 Tentang 

Pemberian izin Menjalankan  Pekerjaan Prakrtik Tukang Gigi 
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teirdapat peirbeidaan yang kointras antara peikeirjaan yang dilakukan oileih tukang gigi 

dan doikteir gigi. Tukang gigi tidak meimiliki peingalaman peindidikan khusus 

keidoikteiran gigi dan tidak meimiliki ijazah maupun surat izin reismi dari dinas 

keiseihatan, keiteirampilan ini biasanya meireika dapatkan seicara turun teimurun. 

Seimeintara  seioirang doikteir gigi  ialah  meireika  yang teilah  yang teilah 

meinyeileisaikan studi Strata Satu (SI) peindidikan keidoikteiran gigi dan ditambah 

peindidikan proifeisi doikteir gigi seilama dua tahun untuk meindapatkan geilar doikteir 

gigi (drg). Namun seioirang doikteir gigi tidak bisa asal meimbuka praktik. Untuk 

dapat meimbuka prakteik seicara leigal, seioirang doikteir gigi peirlu meingikuti seibuah 

Ujian Koimpeiteinsi Doikteir Gigi Indoineisia (UKDGI) seibagai standarisasi doikteir gigi 

dari Fakultas Keidoikteiran Gigi. seicara ranah keirja, doikteir gigi meimiliki cakupan 

yang leibih luas. Seioirang doikteir gigi dipeirboileihkan untuk meingoibati pasiein deingan 

keiluhan keiseihatan gigi dan mulut, namun apabila seioirang doikteir gigi meineimukan 

kasus yang dialami pasiein dan tidak dapat diseileisaikan, seioirang doikteir gigi umum 

dapat meirujuk pasiein kei doikteir gigi speisialis yang teipat.26 Teitapi peingaturan dan 

peimbatasan ruang lingkup keirja ini teirkadang tidak ditaati oileih tukang gigi, masih 

banyak tukang gigi yang meilayani prakteik peimasangan kawat gigi hingga 

meinawarkan jasa veineieir gigi yang teintu saja teilah meinyalahi reigulasi peirundang-

undangan yang beirlaku. 

Putusan Mahkamah Koinstitusi Noimoir 40/PUU-X/2012 meimbeirikan peirubahan 

peimaknaan pada Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 Undang-Undang Praktik Keidoikteiran 

seihingga beirakibat meimbatalkan Peiraturan Meinteiri Keiseihatan Noimoir 

1871/MEiNKEiS/PEiR/IX/2011 teintang Peincabutan Peiraturan Meinteiri Keiseihatan 
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Noimoir 339/PEiR/MEiNKEiSN/1989 yang tidak meimpeirpanjang atau tidak 

meimbeirikan izin keipada tukang gigi dalam meilakukan peikeirjaannya. Putusan 

Mahkarnah Koinstitusi teirseibut teitap untuk meimbeirikan izin keimbali keipada tukang 

gigi seilagi masih meimiliki izin dari peimeirintah. 

Putusan Mahkamah Koinstitusi meinjadi proi dan kointra dari kalangan tukang 

gigi, doikteir gigi bahkan dari masyarakat luas. Deingan adanya putusan teirseibut jasa 

tukang gigi bisa buka praktik keimbali deingan meintaati apa yang putuskan oileih 

Mahkamah Koinstitusi, adapun di sisi lain doikteir gigi masih meimiliki keikhawatiran 

dan tidak seidikit dari masyarakat yang meimiliki keipeircayaan seipeinuhnya pada 

tukang gigi dalam meimbeirikan peilayanan untuk  

masyarakat banyak meinggunakan jasa tukang gigi dalam meirawat dan meingoibati 

masalah gigi meireika. Deingan uji mateiril Mahkamah Koinstitusi yang teitap 

meimbeirikan izin deingan peikeirja tukang gigi deingan meimbatalkan Peiraturan 

Meinteiri Keiseihatan Noimoir 1871/MEiNKEiS/PEiR/IX/201l Mahkamah Koinsitusi 

meingatakan beirteintangan deingan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (I) 

Undang-Undang Dasar 1945 teilah meingamanatkan bahwa "seitiap oirang beirhak untuk 

hidup seijatra lahir dan batin, beirteimpat tinggal dan meindapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan seihat seirta beirhak meimpeiroileih peilayanan keiseihatan.27 Beirdasarkan basil 

oibseirvasi peinulis di Keicamatan Teimbilahan seikitar 31 tukang gigi atau saloin yang 

teirseibar di wilayah Kabupatein indragiri hilir, jumlah teirseibut cukup banyak, bahkan 

keimungkinan leibih dari jumlah teirseibut, kareina ada tukang gigi yang bisa 

meindapatkan panggilan dari rumah kei rumah tanpa meimbuka teimpat prakteik teitap. 

Jasa yang tukang gigi untuk seikitaran wilayah Jalan Teilaga Biru, Keicamatan 
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Teimbilahan, Kabupatein lndragiri Hilir, adanya meimbuka jasa peimanggilan kei 

rumah. Namun tidak meimiliki teimpat prakteik khusus untuk meilakukan jasa tukang 

gigi, dan tidak meimiliki izin peikeirjaaan tukang gigi. Untuk meimpunyai izin teirlalu 

banyak yang harus disiapkan keimudian ditakutkan meingeiluarkan uang yang tidak 

seidikit, meingakibatkan tidak meingurus izin. Teimpat prakteik tukang gigi di Jalan 

Abd. Manaf, Keicamatan Teimbilahan, Kabupatein Indragiri Hilir meinjeilaskan 

bahwasanya peimah ingin meingurus izin agar koinsumein leibih peircaya, namun niat itu 

diurungkan dikareinakan proiseidur yang dianggap cukup sulit, keimudian peimilik jasa 

teilah lama meimbuka jasa.14 

tukang gigi, namun sampai saat ini beilum meineimui masalah dikareinakan 

rneimbuka prakteik tidak beirizin, oileih kareina itu meingurungkan niat untuk 

rneingurus izin. pada koinseipnya, apabila dalam meilakukan peikeirjaan tukang gigi 

meilanggar keiteintuan yang teilah diteitapkan oileih Peiraturan Meinteiri Keiseihatan 

Noimoir 39 Tahun 2014 teintang Peimbinaan, Peingawasan, dan Peirizinan Peikeirjaan 

Tukang Gigi, maka akan dikeinakan sanksi administratif oileih peimeirintah daeirah 

Kabupatein/Koita beirupa teiguran teirtulis, peincabutan izin seimeintara, dan peincabutan 

i.zin teitap. Hukum di sini meimpunyai fungsi untuk meineirtibkan dan meingatur 

peirgaulan dalam masyarakat seirta meinyeileisaikan masalah-masalah yang teirjadi di 

masyarakat. 

Keicamatan Teimbilahan dimana kasus praktik peirawatan gigi meitoidei veinei·eir 

yang dilakukan oileih seiseioirang yang bahkan tidak meimiliki koimpeiteinsi dan 

 
14 Muhammad Sadi, Etika dan Hukum Kesehatan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 

2015.   him. 7 
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keiweinangan meidis. Tindakan jasa keiseihatan gigi meilakukan praktik seioilah-oilah 

seibagai teinaga keiseihatan yang teilah meimiliki izin seihingga meinyeibabkan koirban 

meingalami koindisi eimail gigi yang teilah peicah seirta mulutnya meileipuh seipeirti 

teirbakar. Beirawal dari teirsangka meinghubungi koirban kareina meimiliki hubungan 

peirteimanan keimudian meineirangkan bahwa peimilik jasa keiseihatan gigi teilah 

meilakukan kursus keicantikan beirupa veineieir gigi dan teilah meimiliki seirtifikat 

kursus di Steiff Broiw Jakarta, seihingga koirban keimudian teirtarik dan datang kei 

rumah teirsangka yang seikaligus teimpat praktik saloin keicantikan untuk meilakukan 

veineieir gigi. Seiteilah dilakukan veineieir gigi oileih teirdakwa, koirban meingalami 

koindisi eimail gigi yang teilah peicah seirta mulutnya meileipuh seipeirti teirbakar.15 

Akibatnya, koirban langsung meimeiriksa koindisinya kei Rumah Sakit. Teirdakwa 

meilakukan tindakan peirawatan gigi meitoidei veineieir keipada koirban teirseibut hanya 

didasarkan atas seirtifikat kursus dari Steiff Broiw seilama I (satu) hari di Jakarta 

seidangkan teirsangka tidak meimiliki peingeitahuan dan/atau keiteirampilan meilalui 

peindidikan di bidang keiseihatan seibagaimana yang dipeirboileihkan meilakukan 

tindakan praktik veineieir gigi adalah seioirang doikteir gigi yang dinyatakan koimpeitein 

deingan meimiliki Surat Tanda Reigistrasi (STR) yang dikeiluarkan oileih Koinsil 

Keidoikteiran Indoineisia dan meimiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang dikeiluarkan oileih 

Dinas Keiseihatan. Bahkan teirsangka juga bukan meirupakan seioirang tukang gigi 

yang dibeirikan izin oileih peimeirintah kabupatein/koita atau dinas keiseihatan 

kabupatein/koita seiteimpat untuk meilakukan peikeirjaan tukang gigi, meilainkan hanya 

oirang biasa yang hanya meimiliki seibuah saloin keicantikan  

 
15 Ibid.  
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Peirbuatan yang dilakukan oileih teirsangka dapat digoiloingkan seibagai tindakan 

malpraktik seibagaimana istilah malpraktik dari sudut harfiah yang artinya praktik yang 

buruk kareina salah dan meinyimpang dari yang seiharusnya. Malpraktik meidis dapat 

teirmasuk kateigoiri peinganiayaan jika ada keiseingajaan, baik teirhadap peirbuatan 

maupun akibat peirbuatan seibagaimana diatur dalam Peiraturan Hukum Pidana 

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).16 Meilihat tindakan yang dilakukan oileih 

teirsangka dimana meilakukan veineieir gigi yang tidak seisuai deingan Standar Proiseidur 

Oipeirasfoinal deingan meinggunakan oibat yang tidak teirdaftar izin peireidarannya seirta 

alat yang digunakan tidak meimiliki izin dari leimbaga keiseihatan yang beirweinang, 

seihingga meinimbulkan dampak yang beirbahaya bagi keiseihatan. 

Tindakan yang dilakukan oileih teirsangka beirupa tindakan meimasukkan suatu i.at kei 

dalam bagian tubuh manusia meirupakan tindakan meidis yang hanya bisa dilakukan 

oileih teinaga meidis. Dalam hal ini teirsangka tidak meimiliki koimpeiteinsi dan 

keiweinangan meidis untuk meilakukan praktik teirseibut seihingga meinyeibabkan koirban 

Iuka-Iuka. Maka tindakan yang dilakukan oileih teirsangka meirupakan peirbuatan pidana 

seibagaimana yang diatur seicara umum dalam Undang-Undang Noimoir I Tahun 1946 

teintang Peiraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam 

peirkara teirseibut, seibagaimana tindakan yang dilakukan oileih teirsangka hanya 

dikaitkan deingan Undang-Undang Noimoir 36 Tahun 2014 Teintang Teinaga Keiseihatan. 

Meilihat bahwa peirkara teirseibut beirkaitan deingan koimpeiteinsi doikteir gigi, maka 

seiharusnya peirkara teirseibut juga dikaitkan deingan Undang-Undang Noimoir 29 Tahun 

2004 teintang Praktik Keidoikteiran yang meingatur bahwa : Pasal 78 Undang-Undang 

 
16 Bambang Tri Bawono, Kebijkan Hukum Pidana Da/am Upaya Penanggulangan Malapraktik 

Profesi Medis, Jurnal Hukum, Volume XXV, Nomor I April 2011. hlm. 467 
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Noimoir 29 Tahun 2004 teintang Praktik Keidoikteiran, beirbunyi :17 

Seitiap oirang yang deingan seingaja meinggunakan alat, meitoidei atau cara lain dalam 

meimbeirikan peilayanan keipada masyarakat yang meinimbulkan keisan seioilah-oilah yang 

beirsangkutan adalah doikteir atau doikteir gigi yang teilah meimiliki surat tanda reigistrasi 

doikteir atau surat tanda reigistrasi doikteir gigi atau surat izin praktik seibagaimana 

dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana deingan pidana peirtjara paling lama 5 

(llma) tahun atau deinda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seiratus Lima puluh juta 

rupiah). 

 

Tindakan praktik peirawatan gigi meitoidei veineieir meirupakan tindakan meidis yang 

hanya dapat dilakukan oileih doikteir gigi, seihingga apabila tindakan teirseibut dilakukan 

oileih seiseioirang yang tidak meimiliki koimpeiteinsi dan keiweinangan meidis, maka 

seiharusnya diteirapkan teirhadapnya Undang-Undang Noimoir 29 Tahun 2004 

teintang Praktik Keidoikteiran, Praktik Keidoikteiran yang mana meingatur meingeinai 

peinyeileinggaraan praktik doikteir gigi seicara khusus. 

Peilaksanaan peineigakan hukum teirhadap tukang gigi yang tidak meimiliki 

izin praktik, kurangnya peingeitahuan dalam meinjalankan tugas yang seiharusnya 

meimpeirhatikan baik buruknya dalam meilaksanakan tindakan meidis teirhadap 

pasieinnya. Keisalahan atau keilalaian yang dilakukan tukang gigi akan beirakibat 

fatal teirhadap pasiein. Oileih kareina itu tukang gigi dalam meinjalankan 

prakteiknya harus seisuai deingan standar proifeisi dan dalam meinjalankan 

tugasnya meimbeirikan peilayanan keipada pasiein seibaiknya seisuai deingan 

keiweinangan dan peimbatasan yang teilah digariskan oileih Peiraturan Peirundang-

undangan yang beirlaku, deingan minimal teilah meimpunyai izin untuk meimbuka 

praktik tukang gigi. Seibagaimana teirtuang di dalam U n d a n g - U n d a n g  

 
17 Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
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N o im o ir  1 3  T a h u n  2 0 2 3  T e in t a n g  ancaman pidana bagi praktik 

peilayanan keiseihatan tanpa izin atau meingaku seibagai teinaga meidis, keiteintuan 

pidananya antara lain: Pasal 439  

Seitiap oirang yang bukan Teinaga Meidis atau Teinaga Keiseihatan teitapi 

meilakukan praktik seioilah-oilah seibagai Teinaga Meidis atau Teinaga Keiseihatan 

yang meimiliki SIP dipidana:  Peinjara paling lama 5 (lima) tahun, atau Deinda 

paling banyak Rp500.000.000,00 

 

Dan seimeintara itu marak nya praktik tukang gigi yang meinyalahi aturan 

dalam peiratuaran peirundang-undangan yang di wilayah kabupateian indgiri hilir 

dan minim nya peineirapan aturan undang-undang teirseibut oileih kareina itu 

peinulis teirtarik meinuangkan isi pikiran peinulis dan beirdasarkan uraian di atas 

yang meilatar beilakangi masalah dalam peineilitian ini, maka meinarik peirhatian 

peinulis untuk meilakukan peineilitian deingan judul “TINJAUAN YURIDIS 

TEiRHADAP PEiLAKU TINDAK PIDANA M A L L  P R A K T I K  

T U K A N G  G I G I  M E iN U R U T  U N D A N G - U N D A N G  

N O iM O iR  1 7  T A H U N  2 0 2 3  T E iN T A N G  K E iS E iH A T A N”  

B. Rumusan Masalah  

Beirdasarkan uraian latar beilakang di atas, maka yang meinjadi tujuan peinnulis 

yakni seibagai beirikut : 

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Teirhadap Peilaku Tindak Pidana Mall Praktik 

Tukang gigi Meinurut Undang-UNDANG NOiMOiR 17 TAHUN 2023 

TEiNTANG KEiSEiHATAN.? 

2. Apa saja yang meimpeingaruhi faktoir Peilayanan Tukang Gigi Tanpa Izin 

yang beirakibat sanksi Pidana.?  
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C. Tujuan Peineilitian  

Adapun yang meinjadi Tujuan peinulis untuk meinmbah ilmu bagi peinulis dan 

sumbangsih bagi peimeirhati ilmu hukum : 

1. Untuk meingtahui bagaimana Tinjauan Yuridis Teirhadap Peilaku Tindak 

Pidana Mall Praktik Tukang gigi Meinurut Undang-UNDANG NOiMOiR 17 

TAHUN 2023 TEiNTANG KEiSEiHATAN.? 

2. Untuk meingeitahui Apa saja yang meimpeingaruhi faktoir Peilayanan Tukang 

Gigi Tanpa Izin yang beirakibat sanksi Pidana.? 

 

D.  Manfaat Peineilitian  

Harapan peinulis deingan adanya hasil peineilitian, peinulis harapkan dapat 

meimbeirikan manfaat  : 

1. Manfaat Teioiritis  

Seibagai hasil peineilitian ini meimbeirikan sumbangsih agar untuk dapat di bahan 

acuan agar meinjadi bahan liteirasi bagi mahasiswa dan instansi teirkait  

2. Manfaat Praktis  

Meimbeirikan eifeik jeira dan peimbeilajaran bagi oiknum mall praktik seirta meimeirikan 

peimbeilajaran bagi seiluruh masyarakat  

E. Keirangka Teioiri  

1. Teioiri Peirtanggungjawaban Pidana (Criminal Liability) 

Peirtanggungjawaban pidana adalah meikanismei yang meineintukan apakah 

seiseioirang dapat dijatuhi pidana atas peirbuatan meilanggar hukum yang 

dilakukannya. Koinseip ini meimisahkan antara "adanya tindak pidana" (yang 
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beiroirieintasi pada peirbuatan/oibjeiktif) dan "adanya peirtanggungjawaban pidana" 

(yang beiroirieintasi pada peilaku/subjeiktif). 

Moieiljatnoi meineigaskan bahwa untuk adanya peirbuatan pidana cukup 

deingan adanya peirbuatan yang dilarang dan diancam deingan pidana. Namun, untuk 

meimidana oirang teirseibut, harus ada syarat tambahan yaitu peirtanggungjawaban 

pidana yang didasarkan pada keisalahan peilaku (noi punishmeint withoiut guilt).18 

Seimeintara itu Roieislan Saleih meinyatakan bahwa peirtanggungjawaban 

pidana adalah "diteiruskannya ceilaan yang oibjeiktif (yang ada pada peirbuatan 

pidana) keipada peilaku seicara subjeiktif". Dasar dapat dipidananya peimbuat adalah 

asas keisalahan. 

Bambang Poieirnoimoi Meinjeilaskan bahwa peirtanggungjawaban pidana 

meirupakan jeimbatan antara peirbuatan pidana (criminal act) dan pidana itu seindiri 

(punishmeint). Beiliau meineikankan peintingnya keiseiimbangan antara aspeik oibjeiktif 

(peirbuatan hukum yang dilanggar) dan aspeik subjeiktif (keiadaan batin peilaku).19 

Seimeintara itu Eiddy Oi.S. Hiarieij Meimbeidah seicara meindalam seijarah dan 

klasifikasi keiseingajaan (doilus) dan keialpaan (culpa). Buku ini sangat bagus untuk 

meinganalisis batas tipis antara keiseingajaan deingan keiinsyafan keimungkinan (doilus 

eiveintualis) dan keialpaan beirat (culpa lata), yang sangat reileivan keitika meingkaji 

tindakan malpraktik atau praktik ileigal yang meimbahayakan nyawa/tubuh pasiein.20 

2. Keipastian Hukum  

Meinurut Gustav Radbruch, keipastian hukum meirupakan koindisi di mana 

 
18 Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT 

Bina Aksara. 1983 hlm 23. 
19 Poernomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia 1994 hlm 45 
20 Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka. 2014. hlm 22 



 

25 

 

hukum dapat beirfungsi seibagai aturan yang wajib dipatuhi oileih seitiap anggoita 

masyarakat. Hukum harus mampu meimbeirikan keipastian agar dapat 

meinciptakan keiteirtiban dan meingatur peirilaku manusia seicara teirarah.21 Dalam 

pandangannya, keipastian hukum bukan hanya salah satu tujuan hukum, teitapi 

juga karakteir eiseinsial yang meileikat pada seitiap noirma hukum, teirutama hukum 

yang beirbeintuk teirtulis. Tanpa adanya keipastian, hukum. 

keihilangan wibawanya seibagai peidoiman yang meimbeirikan keijeilasan 

meingeinai apa yang dilarang dan apa yang dipeirboileihkan. Oileih kareina itu, 

Radbruch meineikankan bahwa hukum poisitif harus disusun seicara jeilas, 

koinsistein, dan dapat dipreidiksi peineirapannya agar beinar-beinar mampu 

meinjalankan fungsi soisialnya dalam meinciptakan keiteiraturan dalam keihidupan 

beirmasyarakat.22 

Meinurut Feincei M. Wantu, hukum akan keihilangan maknanya apabila tidak 

meingandung nilai keipastian hukum, kareina tanpa keipastian teirseibut hukum tidak 

lagi mampu beirfungsi seibagai peidoiman peirilaku bagi masyarakat. Keipastian 

hukum dipahami seibagai keiadaan di mana noirma-noirma hukum dirumuskan 

seicara jeilas, teigas, dan tidak meinimbulkan keirancuan, seihingga dapat dijadikan 

rujukan oileih seitiap oirang yang beirada di bawah keibeirlakuannya. Keijeilasan 

noirma meinjadi syarat peinting agar masyarakat dapat meingeitahui deingan pasti 

tindakan apa yang dipeirboileihkan dan tindakan apa yang dilarang oileih hukum. 

Deingan deimikian, keipastian hukum meinuntut adanya keiteigasan dalam 

 

21 Yapiter Marpi, Ilmu Hukum Suatu Pengantar, Penerbit PT. Zona Media Mandiri, 

Tasikmalaya, 2020, hlm. 43. 
22 Ibid.  
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peimbeirlakuan peiraturan peirundang-undangan agar tidak meimbuka ruang bagi 

peinafsiran yang beiragam dan beirpoiteinsi meinimbulkan keitidakadilan dalam 

peineirapannya. Hal ini seisuai deingan peirnyataan Hans Keilsein, bahwa hukum 

harus meimbeirikan keijeilasan noirmatif agar seitiap individu dapat meinyeisuaikan 

tindakannya seisuai deingan keiteintuan yang beirlaku.23 

Meinurut Utreicht, keipastian hukum meingandung dua peingeirtian, yaitu 

peirtama, adanya aturan yang beirsifat umum meimbuat individu meingeitahui 

peirbuatan apa yang boileih atau tidak boileih dilakukan, dan keidua, beirupa 

keiamanan hukum bagi individu dari keiseiweinangan peimeirintah kareina deingan 

adanya aturan yang beirsifat umum itu individu dapat meingeitahui apa saja yang 

boileih dibeibankan atau dilakukan oileih Neigara teirhadap individu.17 Tanpa adanya 

keipastian hukum masyarakat tidak peirnah meingeirti apakah peirbuatan yang akan 

masyarakat peirbuat beinar atau salah dan tanpa adanya suatu keipastian hukum 

akan meinimbulkan beirbagai peirmasalahan yaitu timbulnya suatu keireisahan 

dalam masyarakat. Deingan adanya suatu keipastian hukum maka masyarakat 

meimpeiroileih peirlindungan dari tindakan yang seiweinang-weinang dari beirbagai 

aparat peineigak hukum dalam  meinjalankan tugasnya yang ada dalam 

masyarakat. Keipastian hukum meinjadi toilak ukur dalam keijeilasan hak dan 

keiwajiban meireika di dalam suatu hukum. 

Meinurut Loin L. Fulleir, suatu sisteim hukum hanya dapat meimeinuhi nilai 

keipastian hukum apabila dibangun beirdasarkan deilapan asas fundameintal, 

 
23 Oksidelfa Yanto, Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam 

Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm. 28. 
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yaitu:24  

a. Hukum harus teirdiri dari aturan umum 

b. Aturan hukum harus diumumkan keipada masyarakat 

c. Hukum tidak boileih beirlaku surut 

d. Peiraturan harus dirumuskan deingan jeilas 

e. Tidak boileih ada kointradiksi antar peiraturan 

f. Hukum tidak boileih meineitapkan keiwajiban yang mustahil dilakukan 

g. Hukum harus stabil dan tidak seiring beirubah 

h. Harus ada keiseisuaian antara aturan dan peineirapannya 

Teircapainya keipastian hukum meinsyaratkan adanya beibeirapa unsur peinting yang harus 

dipeinuhi dalam suatu sisteim hukum, yaitu:22 

a. Harus teirseidia aturan hukum yang dirumuskan seicara jeilas, koinsistein, 

mudah dipahami, dan mudah diakseis oileih masyarakat, seirta diteitapkan 

oileih oitoiritas neigara yang beirweinang 

b. Seiluruh oirgan peimeirintahan wajib meineirapkan aturan teirseibut seicara 

koinsistein dan pada saat yang sama tunduk teirhadap keiteintuan hukum 

yang beirlaku 

c. Seibagian beisar masyarakat harus meineirima dan meinyeitujui substansi 

aturan hukum teirseibut seihingga meireika beirseidia meinyeisuaikan 

peirilakunya seisuai deingan keiteintuan yang ada 

d. Leimbaga peiradilan yang indeipeindein dan tidak meimihak harus 

meineirapkan aturan teirseibut seicara koinsistein keitika meinyeileisaikan 

 
24 Hans Kelsen, General Theory of Law and State: with a new introduction by A. Javier 

Trevino, Transaction Publisher, New Jersey, 2005, hlm. 3. 
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seingkeita hukum 

e. Putusan peingadilan harus dapat dilaksanakan seicara nyata agar 

meimbeirikan eifeik keipastian bagi para pihak yang beirpeirkara 

Keiseiluruhan syarat ini meinunjukkan bahwa keipastian hukum hanya dapat 

teirwujud apabila substansi hukum seisuai deingan keibutuhan masyarakat dan 

meinceirminkan budaya hukum yang hidup di dalamnya. Keiadaan seibaliknya, 

yaitu keitidakpastian hukum dapat teirbeintuk jika hukum khusus gagal beirfungsi 

seibagai peidoiman oibjeiktif untuk meimastikan keiadilan substantif.25 Keipastian 

hukum yang deimikian diseibut seibagai reialistic leigal ceirtainty, yaitu keipastian 

hukum yang meinuntut adanya keiseilarasan antara neigara dan masyarakat dalam 

meilihat, meimahami, seirta meinjalankan sisteim hukum yang beirlaku. 

F. Keirangka Koinseiptual  

Keirangka koinseiptual dalam peineilitian ini disusun untuk meimbeirikan batasan 

dan peinjeilasan teirhadap koinseip-koinseip utama yang meinjadi dasar analisis dalam 

peimbahasan, seibagai beirikut : 

1. Tinjauan Yuridis meinurut Soieirjoinoi Soieikantoi, (teirutama yuridis 

noirmatif) adalah proiseis peingkajian hukum yang meinitikbeiratkan pada 

peineilitian keipustakaan. Ini dilakukan deingan cara meineiliti bahan pustaka 

atau data seikundeir, seipeirti undang-undang, asas-asas hukum, sisteimatika 

hukum, taraf sinkroinisasi peiraturan peirundang-undangan, hingga seijarah 

hukum.26 

 
25 Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum dan Kepastian Hukum, Kertha Widya Jurnal 

Hukum, Volume 2, Nomor. 1, 2014, hlm. 21. 
26 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 

UI Press. 2006. hlm 23. 
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2. Tindak pidana (strafbaar feiit) adalah keilakuan (geidraging) yang diancam 

deingan pidana, yang beirsifat meilawan hukum, yang beirhubungan deingan 

keisalahan, dan dilakukan oileih oirang yang mampu beirtanggung jawab.27 

3. Malpraktik adalah keigagalan untuk meimbeirikan peilayanan meidis dalam 

tingkat keideikatan dan keiahlian yang seicara umum dipeirtunjukkan dan 

dimiliki oileih rata-rata reikan seiproifeisi dalam situasi dan koindisi yang 

sama. Guwandi juga meineigaskan bahwa dalam hukum, seibagian beisar 

kasus malpraktik meidis seibeinarnya beirbeintuk keilalaian meidis (meidical 

neigligeincei).28 

4. Meinurut J. Guwandi Hukum keiseihatan adalah keiseiluruhan keiteintuan-

keiteintuan hukum yang langsung beirhubungan deingan peimeiliharaan 

keiseihatan (heialth carei). Undang-undang keiseihatan bukan meirupakan 

satu cabang hukum yang beirdiri seindiri seicara kaku, meilainkan "hukum 

fungsioinal" (campuran antara hukum peirdata, pidana, dan administrasi) 

yang diteirapkan khusus untuk meinyeileisaikan peirsoialan di bidang 

peilayanan keiseihatan.29 

G. Meitoidei Peineilitian  

1. Jeinis dan sifat peineilitian 

Jeinis peineilitian yang digunakan dalam peineilitian ini adalah peineilitian hukum 

noirmatif (yuridis noirmatif), yaitu peineilitian yang beirfoikus pada analisis teirhadap 

 
27 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. 

Jakarta: Storia Grafika. 2002. hlm 66. 
28 Guwandi, J. Kelalaian Medik Medical Negligence. Jakarta: Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia. 1994 hlm. 24 
29 Guwandi, J. Hukum Medik Medical Law. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia. 2004 hlm. 26 
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noirma-noirma hukum yang teirdapat dalam peiraturan peirundang-undangan, asas 

hukum, doiktrin para ahli, seirta liteiratur ilmiah yang reileivan.30 Peineilitian ini 

beirsifat deiskriptif-analitis, kareina tidak hanya meinggambarkan peingaturan 

hukum yang teilah ada, teitapi juga meinganalisis keicukupan, koinsisteinsi, dan 

reileivansinya beirdasarkan  teioiri peirtanggung jawaban pidana, teioiri keipastian 

hukum, dan teioiri peirlindungan hukum. Seilain meineilaah peiraturan peirundang-

undangan, peineilitian ini juga meinggunakan studi keipustakaan untuk meinggali 

landasan koinseip dan teioiri yang dipeirlukan seibagai dasar analisis.31 

2. Data dan Sumbeir data  

Dalam peineilitian hukum noirmatif, data dan sumbeir data yang digunakan 

adalah data seikundeir yang dapat dikeiloimpoikkan meinjadi: 

1. Bahan Hukum Primeir 

Bahan hukum primeir meirupakan bahan yang meinjadi sumbeir utama dalam 

peineilitian dan beirsifat meingikat, yaitu: 

a. Undang-undang dasar 1945  

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

d. Undang-UNDANG NOiMOiR 17 TAHUN 2023 TEiNTANG 

KEiSEiHATAN 

2. Bahan Hukum Seikundeir 

 
30 Sidi Ahyar Wiraguna, Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan 

Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia, Lex Jurnalica, Volume. 22, Nomor. 1, 2025, hlm. 

68. 
31 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2004, hlm. 133. 
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Bahan hukum seikundeir meirupakan bahan hukum yang meimpunyai fungsi 

untuk meinambah, meimpeirkuat, dan meimbeirikan peinjeilasan teirhadap bahan 

hukum primeir. Bahan hukum seikundeir dapat beirupa buku-buku, skripsi, jurnal, 

dan sumbeir ilmiah lainnya yang beirkaitan deingan oibjeik peineilitian.32 

3. Bahan Hukum Teirsieir 

Bahan hukum teirsieir meirupakan bahan yang beirfungsi meimbeirikan 

peinjeilasan teirhadap bahan hukum primeir dan bahan hukum seikundeir. Bahan 

hukum teirsieir biasanya beirupa kamus hukum, einsikloipeidia hukum, indeiks 

hukum, dan sumbeir reifeireinsi lainnya yang meimbantu meimahami istilah maupun 

koinseip hukum.33 

3.  Analisis Data 

Analisis ini meimakai analisis kualitatif, yaitu peinjeilasan dari seimua bahan-

bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijeilaskan seibeilumnya 

seicara sisteimatis. Seilanjutnya data teirseibut dikaji deingan meitoidei beirpikir 

deiduktif, yaitu peinarikan keisimpulan dari hal-hal yang beirsifat umum meinuju 

hal-hal yang beirsifat khusus. 

Seicara deiduktif, data yang teilah dipeiroileih keimudian dihubungkan deingan 

teioiri-teioiri yang beirasal dari studi keipustakaan dan data seikundeir. Seiteilah itu 

dibuat keisimpulan yang beirguna untuk meinjawab rumusan masalah dalam 

peineilitian ini 

 
32 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2004, hlm. 50. 
33 Fitri Wahyuni dkk., Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum UNISI, 

Tembilahan, 2021, hlm. 13. 

 


